





Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan : 
 
1. Dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan no 
9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas 
Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 
(enam) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah). 
Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama : 2 (dua) bulan. Hal ini dapat dibenarkan karna penerapan sanksi 
yang berfungsi agar mendapatkan efek jera bagi para pelaku namun juga 
mempertimbangkan hak-hak bagi pelaku. 
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan nomor 
perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK. bahwa Majellis Hakim mempertimbangkan dari 
berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana 
pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 Ayat (1)  Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur 
para pihak yang mana terdakwa ( tindak pidana pencabulan anak) bersikap 








1. Pemerintah sebaiknya dapat memberikan penyuluhan kepada anak-anak 
terkait hal-hal yang berhubungan dengan perilaku-perilaku yang 
termasuk tindakan asusila.  Sehingga anak-anak bisa membedakan jenis-
jenis tindakan yang dilakukan orang dewasa kepadanya, terlebih lagi 
ketika ada yang berbuat asusila, maka anak-anak dapat segera 
melaporkan dan melindungi dirinya, karena anak-anak merupakan 




2. menurut penulis majelis hakim harus lebih jeli dalam mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini berkaitan 
dengan nilai  keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jera. 
 
